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PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

ca.

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TASIKMALAYA,

bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan
Keuangan Daerah, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kota
Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menyusun Pedoman
Penatausahaan Keuangan Daerah;

bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1C Tahun
2008 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah,
dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kondisi dan kebutuhan Daerah, sehingga untuk efektivitas
pelaksanaannya perlu diganti dengan Peraturan Walikota
yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan = Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN

KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Tasikmalaya.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tasikmalaya.

Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah Kota
Tasikmalaya;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam
penyelenggaraan pemerintahan Daerah, yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah
selaku Pengguna Anggaran/Barang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKBD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya.

Kepala BPKBD adalah Kepala BPKBD Kota Tasikmalaya.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah
Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang
juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu
atau beberapa Program.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan Kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan
Daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai BUD.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.
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Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna
Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan Barang Milik Daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Kerja SKPD yang
melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu
Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang
ditunjuk wuntuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan Nasional.

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan
yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus
fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam
rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan
mensejahterakan masyarakat.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan
oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya,
baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya
tersebut sebagai Masukan (input) untuk menghasilkan
Keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu
Kegiatan.
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Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari Kegiatan-kegiatan dalam satu
Program.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang
Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung
seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh
Pengeluaran Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota
untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan
membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang
ditetapkan.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna
mendanai pelaksanaan Kegiatan dalam setiap periode.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas
Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas
Daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pinjaman Daerah  adalah semua transaksi yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah wuang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab
lainnya yang sah.
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Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat
sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan
Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan
Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya
terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja Program dan Kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan Kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan/Bendahara
Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran Langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-
GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendaharan
Pengeluaran untuk permintaan pengganti Uang Persediaan
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Langsung.
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SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran untuk permintaan tambahan Uang Persediaan
guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak
dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Langsung
dan Uang Persediaan.

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan pembayaran Langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja
lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang
dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dipergunakan sebagai Uang Persediaan untuk mendanai
Kegiatan operasional kantor sehari-hari.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti
Uang Persediaan yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu Uang Persediaan yang telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada
pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan
SPM.

Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang
disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan Kegiatan
operasional sehari-hari.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.



64. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama

(1)

(2)

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai
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Walikota.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai
petunjuk teknis bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan

penatausahaan Keuangan Daerah.

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

a. memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi
Pemerintah Daerah dalam melakukan penatausahaan

Keuangan Daerah;

b. mewujudkan keseragaman dan kesamaan penafsiran
dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

dan

c. mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan

Keuangan Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

berikut:

1.

Pengelola Keuangan Daerah, meliputi:

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

PPKD;

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
PPTK;

PPK-SKPD; dan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

FRormoe a0 T

Penatausahaan Keuangan Daerah, meliputi:
a. Kewenangan;
b. Prosedur Tata Usaha Penerimaan; dan
c. Prosedur Tata Usaha Pengeluaran, meliputi:
1) SPD;
2) SPP;
3) SPM; dan
4) Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.

Pembinaan dan Pengendalian.
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(2)

(3)

(4)

(1)

BAB IV
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan
mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang

Daerah;

c. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang;

d. menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau

Bendahara Pengeluaran;

e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan Penerimaan Daerah;

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;

g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian
atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah, melimpahkan sebagian atau seluruh
kekuasaannya kepada:

a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola
Keuangan Daerah;

Kepala SKPKD selaku PPKD; dan

c. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang.

Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Walikota berdasarkan prinsip pemisahan
kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang
menerima atau mengeluarkan uang.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) hurut
a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu
Walikota menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, termasuk
Pengelolaan Keuangan Daerah.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

- 10 -

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas koordinasi di bidang:

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
APBD;

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
Barang Daerah;

c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD;

d. penyusunan rancangan Peraturan Daerah APBD,
perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

e. tugas-tugas Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan
Pejabat Pengawas Keuangan Daerah; dan

f. penyusunan laporan Keuangan Daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas:

a. memimpin TAPD;

b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

c. menyiapkan pedoman pengelolaan Barang Daerah;

d

memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-
SKPD; dan

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi Pengelolaan
Keuangan Daerah lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Walikota.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) kepada Walikota.

Bagian Ketiga
PPKD

Pasal 6
Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan
Keuangan Daerah;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD;

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

melaksanakan fungsi BUD;

e. menyusun laporan Keuangan Daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Walikota.

PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan  fungsinya selaku BUD  mempunyai
kewenangan sebagai berikut:
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menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
mengesahkan DPA-SKPD;
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;

oo o p

melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
yang telah ditunjuk;

e

g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD;

h. menyimpan Uang Daerah;
i. menetapkan SPD;

j- melaksanakan  penempatan Uang Daerah dan
mengelola/menatausahakan Investasi;

k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat
Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum
Daerah;

l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
jaminan atas nama Pemerintah Daerah;

m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama
Pemerintah Daerah;

n. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
o. melakukan penagihan Piutang Daerah;

p. melaksanakan sistem akuntansi dan  pelaporan
Keuangan Daerah;

q. menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan Barang Milik Daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD
selaku Kuasa BUD.

PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;
d

menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan
Daerah;
e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
yang ditunjuk;
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f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD;

g. menyimpan Uang Daerah;

h. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan
mengelola/menatausahakan Investasi Daerah;

i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat
Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum
Daerah;

j- melaksanakan pemberian pinjaman atas nama
Pemerintah Daerah;

k. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
l. melakukan penagihan Piutang Daerah.

(3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada BUD.

Pasal 8

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melimpahkan
kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk
melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD;

b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
atas nama Pemerintah Daerah;

e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan
Daerah;

f.  menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan

g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan Barang Milik Daerah.

Bagian Keempat
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pasal 9

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun RKA-SKPD;
b. menyusun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
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mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan,;

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya;

mengelola Barang Milik Daerah/kekayaan Daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Walikota; dan

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 10

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan
tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit
Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut
pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan Daerah,
besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban
kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala
SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;
melaksanakan anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. menandatangani SPM-LS, SPM-GU dan SPM-TU;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran Unit Kerja yang
dipimpinnya; dan

g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Pengguna Anggaran.
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Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang.

Dalam hal Pengguna  Anggaran/Pengguna  Barang
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Walikota
menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Bagian Keenam
PPTK

Pasal 11

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan
Program dan Kegiatan menunjuk pejabat pada Unit Kerja
SKPD selaku PPTK.

Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran
kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya.

PPTK yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

PPTK mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan Kegiatan.

Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf ¢ mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun
dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan
pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
PPK-SKPD

Pasal 12

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-
SKPD, Kepala  SKPD menetapkan  pejabat yang
melaksanakan Fungsi Tata Usaha Keuangan pada SKPD
sebagai PPK-SKPD.
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PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan
Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan
diketahui/disetujui oleh PPTK;

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-
LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran;

melakukan verifikasi SPP;
menyiapkan SPM;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
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melaksanakan akuntansi SKPD; dan
g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang
bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/
Daerah, Bendahara dan/atau PPTK.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, PPK-
SKPD dibantu oleh Staf yang bertugas melakukan verifikasi,
akuntansi dan penerbitan SPM.

Bagian Kedelapan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 13

Walikota atas usul PPKD menetapkan Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran pada SKPD.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat
Fungsional.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, baik
secara langsung maupun tidak langsung dilarang
melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan
dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/pekerjaan/penjualan serta membuka rekening/giro
pos atau menyimpan uang pada suatu Bank atau lembaga
keuangan lainnya atas nama pribadi.

Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran
dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh
Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada PPKD selaku BUD.
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Pasal 14

Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan pada
Satuan Kerja dalam SKPD, Bendahara Penerimaan dan/atau
Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Pembantu
Bendahara Penerimaan dan/atau Pembantu Bendahara
Pengeluaran sesuai kebutuhan dengan Keputusan Kepala
SKPD.

Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau
pembuat dokumen penerimaan.

Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat
dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

BABV
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 15

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Orang atau
Badan yang menerima atau menguasai uang/barang/
kekayaan Daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi
dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan
APBD, bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan
akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.

Pasal 16

Untuk pelaksanaan APBD, Walikota menetapkan:
a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ);

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

®

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

f. Bendahara Pengeluaran yang mengelola Belanja Bunga,
Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,
Belanja Bagi Basil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga dan pengeluaran Pembiayaan pada
SKPKD;

g. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu SKPD; dan

h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
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Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan.

Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h didelegasikan oleh Walikota kepada Kepala
SKPD.

Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
dari:

a. PPK-SKPD;

b. PPTK;

c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat
bukti pemungutan Pendapatan Daerah;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti
penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah;

e. Pembantu Bendahara Penerimaan; dan
f. Pembantu Bendahara Pengeluaran.

Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya Tahun Anggaran
berkenaan.

Bagian Kedua
Prosedur Tata Usaha Penerimaan

Pasal 17

Penerimaan Daerah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah
dan dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima Nota Kredit
atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan Nota
Kredit.

Penerimaan Daerah yang disetor ke Rekening Kas Umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan-
dengan cara:

a. disetor langsung ke Bank Kas Umum Daerah oleh pihak
ketiga; atau

b. disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh pihak ketiga.

Benda berharga seperti Karcis Retribusi sebagai tanda bukti
pembayaran oleh pihak ketiga kepada Bendahara
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
diterbitkan dan disahkan oleh Satuan Kerja yang
melaksanakan pungutan atas Penerimaan Daerah.

Benda berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diberlakukan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
sebagai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/Surat
Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 18

Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan
penatausahaan atas seluruh penerimaan dan penyetoran
atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
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Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menggunakan:

a. Buku Kas Umum;

b. Buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan

c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan berdasarkan:

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);

Surat Setoran Pajak Daerah (SSP-Daerah);

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah);

Surat Tanda Setoran (STS);

Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
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Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan
secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi
tanggung jawabnya dengan ~menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Penerimaan kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan
secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi
tanggung jawabnya dengan menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Penerimaan kepada PPKD selaku BUD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:

a. Buku Kas Umum;

b. Buku Rekapitulasi Penerimaan Bulanan; dan

c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan
analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(5).

Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dilakukan dalam rangka Rekonsiliasi
Penerimaan.

Format Buku Kas Umum, Buku Pembantu per Rincian
Objek Penerimaan dan Buku Rekapitulasi Penerimaan
Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah), Surat Tanda
Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti Pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c,
huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
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(11) Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyelenggarakan
penatausahaan atas seluruh penerimaan dan penyetoran
atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menggunakan:

a. Buku Kas Umum;

b. Buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan

c. Buku Kas Penerimaan Harian Pembantu.

Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan

penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan:

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
Surat Setoran Pajak Daerah (SSP-Daerah);
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah);
Surat Setoran Retribusi Daerah (SSR- Daerah);
Surat Tanda Setoran (STS);

Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
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g. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan kepada
Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya.

Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas Laporan
Pertanggungjawaban Penerimaan.

Format Buku Kas Penerimaan Harian Pembantu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetor seluruh
uang yang diterimanya ke Rekening Kas Umum Daerah
paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya terhitung sejak
Uang Kas tersebut diterima.

Bendahara  Penerimaan  Pembantu  mempertanggung
jawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari
seluruh Uang Kas yang diterimanya kepada Bendahara
Penerimaan.
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Pasal 21

Untuk kelancaran dalam pengisian dokumen penatausahaan
penerimaan, dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau
alat elektronik lainnya.

Pasal 22

Dalam hal Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu berhalangan, maka:

a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari kerja sampai paling lama 1
(satu) bulan kalender, Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu tersebut wajib memberikan Surat
Kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan
penyetoran dan tugas-tugas Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu atas tanggung jawab
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
yang bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD;

b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan kalender sampai paling lama
3 (tiga) bulan kalender, harus ditunjuk pejabat Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan
diadakan Berita Acara Serah Terima;

c. Apabila Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu sesudah 3 (tiga) bulan kalender belum juga dapat
melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan
telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Pasal 23

Bagan Alir Penatausahaan Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Penerimaan Pembantu tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Bagian Ketiga
Prosedur Tata Usaha Pengeluaran

Paragraf 1
SPD

Pasal 24

(1) Dalam rangka manajemen kas, maka setelah penetapan
anggaran kas, PPKD menerbitkan SPD.

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh
Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Pasal 25

(1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan
SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
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Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan per bulan, per triwulan atau per semester sesuai
dengan ketersediaan dana.

Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
SPP

Pasal 26

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. SPP-UP;

b. SPP-GU;

c. SPP-TU; dan

d. SPP-LS.

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a, huruf b dan huruf c dilampiri dengan Daftar Rincian
Rencana Penggunaan Dana sampai dengan Jenis Belanja.

Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a,
huruf b dan huruf ¢ digunakan dalam rangka pelaksanaan
pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan.

Format Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan
SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

Pembayaran melalui mekanisme Uang Persediaan, Ganti Uang
Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan digunakan untuk
membiayai Program dan Kegiatan sebagai berikut:

a.

Belanja Pegawai pada Belanja Langsung, yang meliputi:
1. Honorarium PNS;

2. Honorarium Non PNS;

3. Uang Lembur;
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4. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
5. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis PNS.

Belanja Barang dan Jasa sampai dengan Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) kepada 1 (satu) Penyedia barang
dan/atau jasa untuk keperluan belanja yang meliputi:

1. Bahan Pakai Habis;

Bahan Material,

Jasa Kantor;

Premi Asuransi;

Perawatan Kendaraan Bermotor;
Belanja Cetak dan Penggandaan;
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang;
Belanja Sewa Sarana Mobilitas;

Belanja Sewa Alat Berat;

0N R LD

. Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

—
= O

. Belanja Makanan dan Minuman,;

—_
N

. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;

—_
w

. Belanja Pakaian Kerja; dan
14. Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

Belanja Modal sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) kepada 1 (satu) Penyedia barang dan/atau jasa.

Pasal 29

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka
pengisian Uang Persediaan.

Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:

a. Surat Pengantar SPP-UP;

Ringkasan SPP-UP;

Rincian SPP-UP;

Salinan SPD; dan

Konsep surat pernyataan untuk ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang
diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain
Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa
BUD.

Dokumen SPP-UP yang diajukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari:

a. Lembar Asli untuk disampaikan kepada Pengguna
Anggaran /PPK-SKPD;

b. Salinan Kesatu untuk disampaikan kepada BUD/Kuasa
BUD; dan

c. Salinan Kedua untuk disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran.

oo
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Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-UP yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Register SPP.

Ketentuan batas jumlah SPP-UP adalah sebesar usulan dari
masing-masing SKPD dengan ketentuan tidak melebihi satu
perduabelas dari nilai anggaran Belanja Barang dan Jasa
ditambah Belanja Pegawai selama 1 (satu) tahun dari
seluruh kegiatan Belanja Langsung (Belanja Langsung Non
Urusan dan Belanja Langsung Urusan).

Pasal 30

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui
PPK-SKPD dalam rangka Ganti Uang Persediaan yang telah
digunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).

Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:

a. Surat Pengantar SPP-GU;

b. Ringkasan SPP-GU;

c. Rincian Penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
d

. Bukti transaksi yang sah dan lengkap sampai dengan
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), berupa:

1. Bukti pembelian/Nota yang ditandatangani dan/atau
stempel Penyedia barang/jasa, Pejabat Pengadaan
dan Peyimpan Barang;

2. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan/atau
stempel Penyedia barang/jasa, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran Pembantu,
PPTK dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran; dan

3. Bukti setoran pajak.
e. Salinan SPD; dan

f. Konsep surat pernyataan untuk ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain Ganti Uang
Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD.

Dokumen SPP-GU yang diajukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari:

a. Lembar Asli untuk disampaikan kepada Pengguna
Anggaran /PPK-SKPD;

b. Salinan Kesatu untuk disampaikan kepada BUD/Kuasa
BUD; dan

c. Salinan Kedua untuk disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-GU yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Register SPP.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

- 24 -

Pasal 31

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui
PPK-SKPD dalam rangka Tambahan Uang Persediaan.

PPTK menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan
Tambahan Uang Persediaan kepada PPKD yang
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran.

Pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaan.

Pengajuan Tambahan Uang Persediaan harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/
tidak dapat ditunda;

b. digunakan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan
kepada BUD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
SP2D diterbitkan;

c. apabila tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu)
bulan, maka sisa dana yang ada pada Bendahara
Pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Umum
Daerah; dan

d. apabila ketentuan pada huruf b dan huruf c tidak
dipenuhi, maka kepada SKPD yang bersangkutan tidak
dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan selama
sisa Tahun Anggaran berkenaan.

Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:

a. Surat Pengantar SPP-TU;

Ringkasan SPP-TU;

Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU;

Salinan SPD;

Konsep surat pernyataan untuk ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak

dipergunakan untuk keperluan selain Tambahan Uang
Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;

f. Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan
pengisian Tambahan Uang Persediaan; dan

g. Konsep surat persetujuan Tambahan Uang Persediaan
dari PPKD.

Dokumen SPP-TU yang diajukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari:

N

a. Lembar Asli untuk disampaikan kepada Pengguna
Anggaran /PPK-SKPD;

b. Salinan Kesatu untuk disampaikan kepada BUD/Kuasa
BUD; dan

c. Salinan Kedua untuk disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran.
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Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-TU yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Register SPP.

Format Surat Permohonan Persetujuan Tambahan Uang
Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Format Konsep Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud
pada ayat 5 huruf e tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Format Konsep Surat Keterangan sebagaimana dimaksud
pada ayat 5 huruf f tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan Dbagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Format Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf g tercantum
dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 32

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk
pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran guna memperoleh persetujuan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui
PPK-SKPD.

Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan
serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:

a. Surat Pengantar SPP-LS;

b. Ringkasan SPP-LS;

c. Rincian SPP-LS; dan

d. Lampiran SPP-LS.

Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan

tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d mencakup:

a. Pembayaran Gaji Induk;
Gaji Susulan;
Kekurangan Gaji;

Gaji Terusan;

Uang Duka Wafat/Tewas, yang dilengkapi dengan Daftar
Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka
Wafat/Tewas;

Salinan Keputusan Pengangkatan CPNS;
Salinan Keputusan Pengangkatan PNS;

o po o

50

Salinan Keputusan Kenaikan Pangkat;

=

Salinan Keputusan Jabatan;

j- Salinan Kenaikan Gaji Berkala;
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Salinan Surat Pernyataan Pelantikan;

=

Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan;
. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;

Salinan Daftar Keluarga (KP4);

Salinan Surat Nikah;

Salinan Akta Kelahiran;

-

Salinan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
(SKPP) Gaji;

Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas;

Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah;

Surat Pindah;

Surat Kematian;

Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21; dan

. Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan

Pimpinan dan Anggota DPRD serta gaji dan tunjangan
Walikota/Wakil Walikota.

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji
dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

g < g e

PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS Honorarium/Uang
Lembur/Uang Piket untuk disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran dalam rangka  pengajuan  permintaan
pembayaran yang dilengkapi dengan:

a. Surat Pengantar SPP-LS;

b. Ringkasan SPP-LS;

c. Rincian SPP-LS; dan

d. Lampiran SPP-LS.

Lampiran dokumen SPP-LS Honorarium terdiri dari:

a. Daftar Pembayaran Honorarium yang sudah
ditandatangani PPTK, Bendahara Pengeluaran dan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,;

b. Surat Keputusan Penetapan Penerima Honorarium; dan
c. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

Lampiran dokumen SPP-LS Uang Lembur terdiri dari:

a. Daftar Pembayaran Lembur yang sudah ditandatangani
PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran;

b. Surat Tugas Lembur;
c. Daftar Hadir; dan
d. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

Lampiran dokumen SPP-LS Uang Piket terdiri dari:

a. Daftar Pembayaran Piket yang sudah ditandatangani
PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran;

. Surat Tugas/Jadwal Piket;
c. Daftar Hadir Piket; dan
d. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
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Dokumen SPP-LS yang diajukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari:

a. Lembar Asli untuk disampaikan kepada Pengguna
Anggaran /PPK-SKPD;

b. Salinan Kesatu untuk disampaikan kepada BUD/Kuasa
BUD; dan

c. Salinan Kedua untuk disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-LS yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Register SPP.

Pasal 33

PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk Pengadaan
Barang dan/atau Jasa untuk disampaikan kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
dalam rangka penerbitan SPM-LS oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Surat Pengantar SPP-LS;
b. Ringkasan SPP-LS;
c. Rincian SPP-LS; dan
d. Lampiran SPP-LS.
Lampiran dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan
Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri
dari:
a. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
Salinan SPD;
c. Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait;

d. Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti setoran Pajak
Daerah disertai Faktur Pajak (PPN/Pajak Daerah dan
PPh) yang telah ditandatangani Wajib Pajak dan Wajib
Pungut;

e. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak

ketiga dan mencantumkan nomor rekening Bank pihak

ketiga;

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;

5

Berita Acara Pembayaran;

Kwitansi bermeterai, Nota/Faktur yang ditandatangani
pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

=

j- Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang

dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
nonBank;
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Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-
kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;

Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh
pihak ketiga/rekanan dan unsur Panitia Pemeriksaan
Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;

Surat Angkutan atau Konosemen apabila pengadaan
barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;

Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan
pekerjaan dari PPTK, apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan;

Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian
pekerjaan;

Salinan bukti setor potongan Jamsostek (potongan
sesuai dengan  ketentuan yang  berlaku/surat
pemberitahuan Jamsostek) untuk pekerjaan yang
dilaksanakan oleh pihak ketiga;

Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan
harganya menggunakan Biaya Personil (billing rate),
Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan dilampiri
dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai
pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/
pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran
lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran;

Tanda bukti kepemilikan rekening Bank pihak penerima
uang; dan

Khusus pengadaan barang/jasa oleh Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) yang bukan Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran, kwitansi ditandatangani oleh pihak
ketiga, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK).

PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS Belanja Perjalanan
Dinas untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran
dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran,
dilengkapi dengan:

a.

b.
c.
d

Surat Pengantar SPP-LS;
Ringkasan SPP-LS;

Rincian SPP-LS

Lampiran SPP-LS, yang terdiri dari:

1. Kwitansi pembayaran perjalanan dinas yang sudah
ditandatangani oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan
Pelaksana perjalanan dinas;

2. Daftar nominatif pelaksana perjalanan dinas;

@

Surat Tugas/Surat Perintah; dan
4. Bukti Visum/SPD.
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PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk Biaya Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka
pengajuan permintaan pembayaran, dilengkapi dengan:
a. Surat Pengantar SPP-LS;
b. Ringkasan SPP-LS;
c. Rincian SPP-LS;
d. Lampiran SPP-LS, yang terdiri dari:

1. Bukti tagihan biaya langganan daya dan jasa; dan

2. Nomor rekening pihak ketiga.

Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan
bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran
beban langsung kepada pihak ketiga.

Apabila dokumen yang diajukan tidak lengkap, maka
Bendahara Pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS
pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah
ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui
PPK-SKPD

Dokumen SPP-LS yang diajukan dibuat dalam rangkap 3

(tiga) yang terdiri dari:

a. Lembar Asli untuk disampaikan kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran/PPK-SKPD;

b. Salinan Kesatu untuk disampaikan kepada BUD/Kuasa
BUD; dan

c. Salinan Kedua untuk disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-LS yang diajukan ke
dalam Register SPP.

Pasal 34

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk Belanja
Bunga dan Angsuran Utang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembiayaan, Bantuan Sosial dan Hibah dalam
rangka penerbitan SPM-LS oleh Pengguna Anggaran.

Dokumen SPP-LS untuk Belanja Bunga dan Angsuran Utang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Surat Pengantar SPP-LS;

b. Ringkasan SPP-LS;

c. Rician Rencana Penggunaan SPP-LS; dan

d. Salinan nomor rekening Bank pihak penerima uang.
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Pasal 35

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk Belanja
Subsidi dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembiayaan,
Bantuan Sosial dan Hibah dalam rangka penerbitan SPM-LS
oleh Pengguna Anggaran.

Dokumen SPP-LS untuk untuk Belanja Subsidi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Surat Pengantar SPP-LS;

b. Ringkasan SPP-LS;

c. Anggaran Rencana Penggunaan SPP-LS;

d

Kwitansi bermaterai yang ditandatangani pihak ketiga,
Bendahara Pengeluaran Pembiayaan, Bantuan Sosial
dan Hibah dan Kepala SKPD yang membidangi/pejabat
yang ditunjuk serta disetujui oleh Pengguna Anggaran;
dan

e. Salinan nomor rekening Bank pihak Penerima uang.

Pasal 36

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk Belanja
Hibah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembiayaan,
Bantuan Sosial dan Hibah dan atas usulan Kepala SKPD
yang membidangi/pejabat yang ditunjuk dalam rangka
penerbitan SPM-LS oleh Pengguna Anggaran pada SKPKD.

Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-
LS) untuk Belanja Hibah terdiri dari:

a. SPP-LS;

b. Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;

c. Surat Permohonan Hibah /Proposal,;
d

Nota Permohonan Pencairan Dana Hibah dari Kepala
SKPD atau Unit Kerja kepada PPKD;

SPM-LS;
Nomor rekening Bank yang ditunjuk atas nama Penerima
Hibah; dan

g. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah
ditandatangani.

=, 0

Penyaluaran dana Hibah dalam bentuk uang dengan nilai
lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan
dengan memindahbukukan ke rekening Penerima Hibah.

Penyaluran Dana Hibah dalam bentuk uang yang jumlahnya
sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
dilakukan dengan pembayaran tunai oleh Bendahara
Pengeluaran Pembiayaan, Bantuan Sosial dan Hibah kepada
Penerima Hibah setelah BUD/Kuasa BUD menerbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)
berdasarkan SPM-LS.

Persyaratan dokumen untuk pencairan Dana Hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
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a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan

b. Kwitansi yang telah ditandatangani oleh Penerima Hibah
sebanyak 3 (tiga) rangkap bermaterai cukup dan
dibubuhi stempel (bagi Badan/Lembaga/Organisasi/
Organisasi Masyarakat).

Pasal 37

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk Belanja
Bnatuan Sosial dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembiayaan, Bantuan Sosial dan Hibah atas usulan Kepala
SKPD yang membidangi/pejabat yang ditunjuk dalam
rangka penerbitan SPM-LS oleh Pengguna Anggaran pada
SKPKD.

Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-
LS) untuk Belanja Bantuan Sosial terdiri dari:

a. SPP-LS;

b. Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;

c. SPM-LS;

d. Nota permohonan pencairan dari kepala SKPD/Unit

Kerja kepada PPKD untuk Bantuan Sosial yang telah
direncanakan;

Salinan nomor rekening Bank pihak Penerima uang;

Nota permohonan pencairan dari kepala SKPD/Unit
Kerja yang telah disetujui oleh Walikota disampaikan
kepada PPKD wuntuk Bantuan Sosial yang tidak
direncanakan; dan

g. Permohonan yang dilengkapi Proposal Bantuan Sosial
atau rekomendasi Kepala SKPD untuk Bantuan Sosial
yang tidak dapat direncanakan pada Tahun Anggaran
sebelumnya.

Penyaluran Dana Bantuan Sosial dalam bentuk uang
sampai dengan Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah)
dilakukan dengan pembayaran tunai oleh Bendahara
Pengeluaran Pembiayaan, Bantuan Sosial Dan Hibah kepada
Penerima Bantuan sosial, dengan melampirkan kwitansi
yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Sosial
sebanyak 3 (tiga) rangkap dan dibubuhi stempel (bagi
kelompok masyarakat).

Pasal 38

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk Belanja
Tak Terduga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembiayaan, Bantuan Sosial dan Hibah atas usul Kepala
SKPD yang membidangi sesuai ketentuan yang berlaku
dalam rangka penerbitan SPM-LS oleh Pengguna Anggaran.

Dokumen SPP-LS untuk Belanja Tak Terduga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Surat Pengantar SPP-LS;

b. Ringkasan SPP-LS;
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c. Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS; dan
d. Salinan nomor rekening Bank pihak Penerima uang.

Pasal 39

Pembayaran pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah
dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS)
dengan syarat sebagai berikut:

a.

b
c.
d

®

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah;
Salinan bukti kepemilikan tanah;
Kwitansi;

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Tahun Transaksi;

Surat persetujuan harga;

Pernyataan dari Penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam
sengketa dan tidak sedang dalam agunan;

Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/Akta jual-beli
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Surat Setoran Pajak (SSP) PPh final atas pelepasan hak;
Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan); dan
Rekening Bank Pemilik Tanah.

Pasal 40
Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran
dalam menatausahakan pengeluaran permintaan

pembayaran terdiri dari:
Buku Kas Umum;
Buku Simpanan/Bank;
Buku Pajak;

Buku Panjar;

o o0 o P

Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek; dan
f. Register SPP-UP/GU/TU/LS.

Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dikerjakan oleh
Pembantu Bendahara Pengeluaran.

PPTK mengendalikan penerbitan SPP untuk setiap Kegiatan
dengan membuat Kartu Kendali Kegiatan.

PPK-SKPD menatausahakan penerbitan SPP dengan
membuat Register SPP-UP/GU/TU/LS.

Format Buku Kas Umum, Buku Simpanan/Bank, Buku
Pajak, Buku Panjar dan Register SPP-UP/GU/TU/LS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, hurut
¢, huruf d dan huruf f tercantum dalam Lampiran XIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
walikota ini.
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Format Kartu Kendali Kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIV yang
merupakan Dbagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Format Register SPP-UP/GU/TU/LS sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 41

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti
kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Penelitian kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-
LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
PPK-SKPD.

Dalam hal dokumen SPP-UP, SPP-GU, SSP-TU dan SPP-LS
tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen tersebut
kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.

Paragraf 3
SPM

Pasal 42

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
menerbitkan SPM setelah seluruh dokumen SPP dinyatakan
lengkap dan sah.

Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak
diterimanya dokumen SPP secara lengkap dan sah.

Dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat
yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Setelah Tahun Anggaran berakhir, Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran dilarang menerbitkan SPM yang
membebani Tahun Anggaran berkenaan.

Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 43

Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau
tidak sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
menolak menerbitkan SPM.

Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung
sejak diterimanya pengajuan SPP.
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Format Surat Penolakan Penerbitan SPM sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 44

Berdasarkan perintah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran, PPK-SKPD menatausahakan penerbitan SPM
dengan menggunakan dokumen sebagai berikut:

a. Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan

b. Register Surat Penolakan Penerbitan SPM.

Format Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS dan
Register Surat Penolakan Penerbitan SPM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 45

SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kuasa BUD untuk
penerbitan SP2D.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

Pasal 46

Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang
diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui
pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya
pengajuan SPM.

Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap
dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut
melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak
menerbitkan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung
sejak diterimanya pengajuan SPM.

Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, maka penandatanganan
SP2D atau penolakan penerbitan SP2D dilakukan oleh BUD.

Format SP2D dan Surat Penolakan Penerbitan SP2D
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum
dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 47

Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk
keperluan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/
Tambahan Uang Persediaan kepada Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran
SKPD.
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Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk
pembayaran Langsung kepada pihak ketiga melalui
Bendahara Pengeluaran SKPD.

Kuasa BUD atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan
kelengkapan dokumen persyaratan pencairan SP2D-
GU/TU/LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPD dengan
Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Verifikasi untuk
selanjutnya dikelola dan diarsipkan oleh masing-masing
SKPD.

Format Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 48

Dokumen  yang digunakan Kuasa BUD dalam
menatausahakan SP2D terdiri dari:

a. Register SP2D;
b. Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D; dan
c. Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran.

Format Register SP2D, Register Surat Penolakan Penerbitan
SP2D dan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 49

Bendahara  Pengeluaran secara  administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan/
Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan kepada
Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya dengan menggunakan dokumen sebagai
berikut:

a. Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban
Pengeluaran (SPJ);

b. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban
Pengeluaran (SPJ);

c. Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban
Pengeluaran (SPJ);

d. Register Penolakan Laporan  Pertanggungjawaban
Pengeluaran (SPJ); dan

e. Register Penutupan Kas.

Buku Kas Umum ditutup setiap bulan dengan
sepengetahuan dan persetujuan Pengguna Anggaran.
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Dalam hal laporan pertanggungjawaban telah sesuai,
Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pengesahan Laporan
Pertanggungjawaban.

Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggung
jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang
menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD
melalui Kuasa BUD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya  setelah  diterbitkan  Surat  Pengesahan
Pertanggungjawaban Pengeluaran oleh Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran.

Sisa Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran harus
disetor kembali ke Rekening Kas Daerah paling lambat
tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.

Format Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban
Pengeluaran, Register Pengesahan Laporan Pertanggung
jawaban Pengeluaran, Surat Penolakan Laporan
Pertanggungjawaban Pengeluaran, Register Penolakan
Laporan Pertanggung jawaban Pengeluaran, Register
Penutupan Kas dan Laporan  Pertanggungjawaban
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(4) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Pasal 50

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggung

jawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban:

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggung
jawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang
dilampirkan;

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per
rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per
rincian objek;

c. menghitung pengenaan PPN/PPh/Pajak Daerah atas
beban pengeluaran per rincian objek; dan

d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang
diterbitkan periode sebelumnya.

Laporan pertanggungjawaban yang telah diverifikasi,

dibubuhi cap/stempel dengan tulisan sebagai berikut:

“TELAH DIVERIFIKASI PPK-SKPD

NAMA e

NIP s

TANGGAL s

TANDA TANGAN L s ”

Pasal 51

Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan
penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi
tanggung jawabnya.
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Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu dalam menatausahakan pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Buku Kas Umum;

b. Ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai
dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;

c. Buku Pajak PPN/PPh/Pajak Daerah; dan
d. Buku Panjar.

Pasal 52

Uang Panjar yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran
kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dicatat dalam
Buku Kas Umum dan Buku Panjar.

Dalam hal Uang Panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya selama 30
(tiga puluh) hari kerja, maka sisa Uang Panjar disetor
kembali kepada Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada
Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

a. Buku Kas Umum;

b. Ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai
dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
c. Buku Panjar; dan

d. Buku Pajak PPN/PPh/Pajak Daerah.

Bandahara Pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan
analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 53

Tata cara pemeriksaan kas dilakukan sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang
dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran;

b. Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas
yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan

c. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

Pemeriksaan kas dilakukan paling kurang 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Kas disertai dengan Register Penutupan Kas.
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(3) Format Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register
Penutupan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 54

Bendahara Pengeluaran yang mengelola Belanja Bunga, Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan,
melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 55

Pengisian dokumen penatausahaan Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat menggunakan aplikasi
komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

Pasal 56

Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu berhalangan, maka:

a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari kerja sampai paling lama 1
(satu) bulan kalender, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu tersebut wajib memberikan Surat
Kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan
pembayaran dan tugas-tugas Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu atas tanggung jawab
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
yang bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD;

b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan kalender sampai paling lama
3 (tiga) bulan kalender, harus ditunjuk pejabat Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran Pembantu dan
diadakan Berita Acara Serah Terima;

c. Apabila Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu sesudah 3 (tiga) bulan kalender belum juga dapat
melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dianggap
telah mengundurkan diri atau berhenti dan oleh karena itu
segera diusulkan penggantinya.

Pasal 57

Alur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu tercantum dalam Lampiran XXIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 58

(1) BPKBD dalam fungsinya sebagai SKPKD melakukan
pembinaan dan pengendalian penatausahaan Keuangan
Daerah pada seluruh SKPD.
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(2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui koordinasi, sosialisasi, supervisi
dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi
pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan
Walikota Tasikmalaya Nomor 1C Tahun 2008 tentang Pedoman
Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 187C), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 60
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 123



LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

FORMAT BUKU KAS UMUM,
BUKU PEMBANTU PER RINCIAN OBJEK PENERIMAAN
DAN BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN

A, FORMAT BUEU KAS UMUM

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BUKU KAS UMUM PENERIMAAN

SEPE
PEMAGLER AMGGARAN ! WUASA FIMNGSUNA AHGTARAN
NENDH A RA PENERTIMAAN | BEERORHALS PERGELUARLM ¢

Halamiam | ..........cce
M. Panerimaan Pengeluaran
i
P Tanggal Kode Balozning Urakan () Ris)
1 2 [ 4 5
JLETials
Eimkh biden taroosl Rp Bp
Jumiah campal dengan bukan lal [ gl Ep - Bp
Jumiafh fevaus sampal dengan bidam lal J sgl Rp - Rp
Se5a Kas Bp
Pada hark i OGO o S0
Ol ke didapat dabm s B
Terdri dan
a, Uang Tunal
b, Salds Bank
£ Siral Barhanga
— 1 -
Mengatahia
PENGGUNA ANGGARAN § Bendahara Penerimaan |
KUASHA PENGGLUNA ANGGARAN Bendahara Penerimaan Pembantu
{Tarela [aroan} (Tarda BEncan)
[nama Inngkanh [nama berakan)

HIF, RLF.



B. FORMAT BUKU PEMBANTU PER RINCIAN OBJEK PENERIMAAN

SEPD

Kode mkening
Nama Rekenitg
Jumlah Arcgaran
Tahurn Arggaran

KOTA TASIKMALAYA
BL¥L PEMEANTU
PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

Nampr Namor BKL
U Pererimaan

Tanggal
Sefor

Momer 5T5 & Bukti
Penerimaan Lainnya

Jumlah
(R

1 ]

[

Jumlah Batap ini
Jumilah &8, Bulan Lalu
Jurmlah 5.8 Buslan bl

ianggat
Bandahara Panarimaan

{Tanda famgan)

name
HIP.




C. FORMAT BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN

KOUTA TASIKMALAYA
BUKU REMAPITULAS| PEMERIMAAMN HARIAN PEMBANTU

SKED

Pengguna Angoaran Kuasa Pengiung Anggarsn
Bandahara Penerimaan

Bendahara Penserimaan Fambiandu

PAAK _Dl;.EHﬁH RETRIBLUS! DAERAH Laib-L sl PAD YANDG SAH [Rp)
Hode dan Mam il
Hﬂ::r Tanggal Raferensi o dan L sfelah Hade darn Nama dusmlaky Kods dan Harms Jumibahi
Rekening (Rp] Rakaning {Rpl Rekening [Rpi
Rincian Obyek I Rincian Chisyak Rincian Obyek
i 2 3 4 = -] & 7 B g
Jumian |
Hendahara Panarimaan Pambarmiu
(Tanda iangan)
Liarma e ngkap)
WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN




LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN RETRIBUSI,
SURAT TANDA SETORAN, DAN SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN

A, FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH
I KOTE TASHMALAYA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DMAER.AH) MO IRUT - .
MASA
TAHLIN
AR
AL AMAT
HONDOR POEQK WAJIE PAJAK DAERAH I_HFWFD|
TANGGEAL JATUH TEMPO
—
| 1] KODE REKEMMNG URALAM Pa IAK DAERAH JUMLAH {Rgl
M. Sa—— = -
? |
| I |
3 . | |
4 .
B | ] ] S—
Jumiwh Kebetapan Pokok Prjsk
| Jumiah Samkst a. Hunga
{ b Eanaken
! Syt Kasabkaunhan
| FERHATIAN
1 Harap perystomn dilzkubkan pads Bank! Bandahara Pasadnae oo
2, Apphia SKPD ini tidak atau kurang dibayar fewat wakiu pafing e 30 bani ssislab SKPD dierima
(teggal jsheh tempo) dkenatan sanksi adminsirs: berups bungs sebesar 2% perbutan
- ..Tanggal ... i
ajabal Penpaiols Keuangsn Dasrah
i Tands tangan}
{nama kengsni
M
_____________________________ B - T S T
MO URUT
TAND TERMLA,
MRS e L PEHTIREPRRRERRRS [ |, , - . | BRI R
ALAMAT LRGN
NEWRD ’ Yang mererima,
{Tandn tangan)
BLi T W1 LR
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B. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI

FEMERNTAH
KOTA TASIKMALAY A |SHR) HO, URUT & s
W5 L e
TAHLUM
HAKLA TITRUNE
ALAMAT [
KO PORDE WhAJIB RETRIBLS] (NP EFERNAT
TANGEAL JATUH TEMPOD R 57y
=} KOOE REKENING URALAN RETRIBLS| JUMLAH (Rp)
1 |
| 2 |
3 |
d i |
5 | B '
Jumiah Estetepan Revribos|
Jumiah Sanks: a. Bunga
b. Kenaikan
Jdumiah Kesehsuhan:
Dergan furuf
EEBHATIARM -
1. Haap serpelonas dilsukan pads Beankl Bandshaa Pensdimsass .
2. Apsila SER il kak alau kuang disayar leeat wekiy paing lama Jl}hnre mhﬂa SKR diterima
[tsnggal jahah ternpa) dkenakan sanksl sdministas: banips bunga sebesar 2 % pertulan
. 1 S——
Penggura Angraran! Kueia Penjguna Anggaran
(Tanda tangan)
Aramsa bengkag]
iR,
e e P T S S Sl Sl R B [ A o D L L e oL LR LI
N, LRLT
TAMOATERIME e
AR e Tanggal
ALAMAT
PaFiAT Yang menarima,
(Tanda tangan)
[méma langkan]
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C. FORMAT SURAT TANDA SETORAN

PFEMERINTAH EOTA TASIKMALAYA
SURAT TANDA SETCRAM |ETS)
STE M, Bank
M. Rgegning
Hamap diterima Lang setase ..., S
{idengan huind) R A A A N R :
|
Deecan sncian peni=inesn sshaga barkut
H, Hads Rekernng Uralan Rinclan Obyok Juimlah [Rp)
1
]
3 |
& |
5 |
Jumian
Uang tersebut dibesima pada fanggal ... .
Penggura Anggaran®uasa Pangguna Anggaran Bandahars Penerimain
(Tanda tangan) ITends basgant
Iruaira leiskaph {nama ienglagh
B MIP.
LiCafstan STS adampyd S Solovan Baw)




0. SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN

HOTA TASIKMALAYA
TAHDA BUETI FEMBAYARAN
HOMIDR BUKTE ...
i Eandarara FenanmaaBendabera Penenmaan Pemhania ...
n b f kT T SRR LU RS PRSI I A RN S PG VAT AR . |
g [dar Hama
#amat
d. Cabacai pambavaran
- Hiote Rekeaing dumfah {Rp)
1 Tangga dherma wang
Mangetakui,
Bondahara Penorimaan PambayanPamyelor
(Tands magan) {Tanda tangan)
Inami Engks] (niarmis benchag b
NIF,
LamBar asll ‘Uinbsk pembaan’ penvelen’ pihak kefiga
Sulirian 4 - Uirdok Bsndahara penesimasny' Berdasars Pembantu
Balean 2 frsio
WALIKOTA TASIKMALAYA,
Ttd.

H. BUDI BUDIMAN



LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
A, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN ADMINISTRATIF

HOTA TASIHMALAYA
LAPORAN PERTANGGURGJIAWABAN BENDAMARA PENERIMAAN SKPD
[5PJ FENERIMAAN - ADMINISTRATIF}

SKPD

Pengpuna Angoaran/Kuasa Pangguna Anggaran
Ewtnidasfiara Paparimasn

idalam npahp
Sampal dengan Bulan Lalu Bagan ni Sampal dengan Bulan inl
Jummbiak =
(oA ] | Urslan Jumnlahi JuEmilaty Anggaran Sisa Anggaran yang
Rekening Anggaran Anggaran Sisa yang Balum
Persarimasd Paivyeloran Sisa Penedimaan Penyetoran isa yang ;.;T;E Bl Diseled | T aslPeliipaiian
Taraalinasl phaaircl Angaaran
1 F 3 el 5 B = (54 ¥ -] 9= [B-7) 10 = [d+F) 17 = | 548) 12= [ 15-10) 13 =43-10}
Jumlak
RIS .
Bendahars Fenestimaan

{Tanca Langari)

(reEmia lgnakag]
IR
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B. LAPORAN FERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN FUNGSIONAL

HOTA TASIKMALAYA
LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD
[5FJ PEMERIMAAN - FUNGSIONAL)

SKPD
Pargguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Bandafhars Penarmasn
— . {dalae rupéah)
Sampai dengan Bulan Lalu Bulan ini Sampal dongan Bulan ini
R B -
Kode | o an | Jumiah TJumilah Anggéean Siaa Anggaran yang Delum
Rekening "% | Anggaran Penerimaan | Panpetaran | Sisa | Penerimasn | Penyelorsn | Sisa Jimmsiah Anggaran | yang Telah Sia yring Bslum TerealizasiPelampatan
i yang Terealisas| Disstor Disetor rivstdhen
1 2 3 4 5 6= (B} 7 B 8 =[8-T} 10 = [4+T) 11 = (5B 12 ={11-104 13 = (3:10)
i - ~
I I B
T | dumiah |
. tanogal
Whargniahud,
Pengguna anggaran Kuasa Pengguna Anggaran EBendahara Pengrimaan
{Tanca tangan) (Tanda tangan)
Lnasmia lengkap} inama lengkap}
HIP. HIP
WALIKOTA TASIKMALAYA,
Ttd.

H. BUDI BUDIMAN



LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

FORMAT BUKU KAS PENERIMAAN HARIAN PEMBANTU

HaTa TABRBAMALLY A
FRLIN L RS PT LA ASE PEHE RIMAAN FARLAKN PERMOANTU

EWPDO
Pempging &ngoarond FMuass Pangouna &ndpgarmen
Bonduharn PFeanescimaen

Bandnnara Fansrimmsan S e mimnn

i=l.hJAIi: n.:.l::'ml-l mETRIBLS E\ALH.AH -ﬁl-l\;_l_-.ﬁ;ﬁ ﬁl-.:_"\"nl-.ﬂl} EAH {Rph
K Hody dan Mams dumiak Flmchl dlaiy MM duimiaf Ko dan Snmn | JFuamilady
skl Taragal Ralaranal
Pl lariaiing [REx] Rirkmnang LA Reksning impy
Hinclmt ek B hivws laam Dy Rinclan DGpyak
i = 3 Ll L] - __ b T 8 i — — T
urminkb
; BEPggaal

Bondobars Ponoriemosn Pambardas
IMundms tangpaein

i engkap)
HIF

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN



LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

BAGAN ALIR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
A BAGAN ALIR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN

I 2.1 Penatausahaan Pensrimaan

l Uraign i E B PR SKPD Pengquna Anggaran B
11 Parctengruse anwames G

| Do SHRSES, dan Saks
| Tanz: B Pemhagamntioks
L pareg Sab, B abang

Pha vz i s s 7 sl e

BECH I3 I eI AT A

2, Dari prosds panairisdham

pemrTaan, Bendahas T
Pavgiann sahan s ghoad ken e L_ |
ok pn walisgal bty <

1

|

[

"|_|l".-_-

« BELl Pontenaan |
Buky Pumbanta [Ringiss Gtk '1‘3;“ !
|

1

|

[

Ponisimige]
. ::::;:lrlq'ﬂ.ﬂ.q.l.lFrnmmm ks |

1 Bk ke ke Sge dokuirsn
Ind1 Semanh dokoame GF.
Pt [hF 34
Panaivfinin Pemipn, -
Baridghanm Penpfimaga
e 30 ) Petamisan

Lampraa 5P Pononimsan

kL | s !_
| P driian, — i

o Bk o Pembrria P Sincon -I i ] R
Ol Peraretesdn ] S | Y Y-
+ Bk ek mpdo bired P e resean !
Warsm ¥ |
|
|

« Bukh Pessanmaar lain vg =ah

4. Barlimada Penpnmass
iFrriverindbian BP0 Beg prraan | 5§
kit PR -SE P o g s AT ! -y
@nbat tngal 10 bolan | T e | [ |

berdkutya

& PRE-SEFD manyerasim S |
Fooaiitiaan kagotls Pargg . | | ool

Angrjarme faing iamben teng gal Femptrrad! _"'I_'.u-..... o
1§ babn aeriveinyn | l

& Gaincah dinorssst Penggara
gy ermn manysakken 59

|
Praerkil M higadis BUD owling itk '
lanbar @aggal £0 bulsn | — i
b taga |
| |
7 Dakain rang ko swkasbas | CEMRROIL T |
paneiaRan. S memnkas, | | B s i e o s l— ol |
FEned HLLEE, dan menganaist | | [ Bl e | Andin I
S22 Pengnesaan f | | ]
| | -l |
B Kamodian BUID mengeeanean | | . "'":;;:-."' |
£2.1 Pananmagn ; | oo .
9 Bl meeyenaiiban Se | u:.;::-.r.- 3 r
Fenaesaran 5P bnpads | o %
Fangnuna Angoasan N }
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B. BAGAN ALIR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN

PEMBANTU
.22 Penatausahaan Pensrimaan Dengan Bandahara Pembaniu
- Bancghara Feneimagn
Uraian R : baniu Handghara Perarimaan

1 Bnndsmariin delren SEP Dissab S6R, 5TE dan Suein
Tards Buks PembageanTotn Lan yasg Seb Randdhecs
PapHImEan ki o T il U - (Y S TR

Thsareiy, BRI, S5F5. i B
Fanca Db PembevaraniFaddl

B Dlan poisses pevstmosst s m peoanimumn, Banken
Heaprmain Pasbiniy menghisi s dosmin Bl Pk Pararsric Foran
Paampemeay Bamberin don Sul Deaapi e Fumieriy |
Pesmesarusn Hoawise Pumanny e |

&
L
r
f

% Bewliterban kerlim tuima i Besdsarg Pocanmam | II_"E:_]:'__'I"' | 1 b

Paarbani: mamiesm SP) Feombaniu [T

4 5 Heneemaan “pmbaniy disecsdicin Bendatmm
Povisiiuien Pormilialu kssate Bondaham Penermman

1 Ebipcisl
hraan
as i ambe tanggal £ bulan bankufnra | I_.——..

|
|
| T
|
|
|

T Bmrdaiuars Parersroen manenlkas, mangermimes dan |
AN GO MEn W

£ Wemudian 5P Prsrinags Pembarmy Sounaten delom
ORI ANAAN PETENTAEN

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN



LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

FORMAT FURAT PENYEDLAAN DAMNA

PROVINST KABUPATEN  HOTA™ ...

SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANIA DAEFRAM
HNOMOR .o TAHUM e

TAHUN ANGGARAM ...
FEIADAT PEMNGEFLOLA KELUANGAN DAERAN SELAKL AENDAMARA LAMILIM DAERAN,

Menimbong brvnrr untul mslskssnakan snpgeren belanda lengsungfbolenia Bdak Bngsung”’
argrpares .. DOrcooserkoen  eigenan wmm yang lelah diissapkar, pesie
dl.wulah.an percanaan cangan menetitkans Sural Parysdiaan Dana (SPD):
Mongingat i. Peratursn Daerss BrrdnsiEsbopstenieon’t Mommar . Taksan . GerdEeg
Penatapan AFED ProwirslfKsbugeatenyeioma™ . Tahun ATEI Eran ..,
I Peraluinn Kepals D9eraf Nofmor . Tabon ... Seang Pengsbamn APRD

Proeinsl/ ManipeterMots T Tahun ASQEEersn ...}
3 Peraiuran Eepals Duas—ah Momor Talaiiry tertang Bedoman Pelsicnnasn

APRD ProdnsfEatapame, okl

4, DPA-SEPD i nqmnmnm‘l i s
Talhwr ...

. A A Ao |

Bordashran Peiotoran Daerah FrrcradEsbusaberyBela ® . Mowser .. Taturr .. tenggal
Tortang Angoicsn Fendgston dan Belana Resrsf ProvinsyEsbopoten®ota™ . Tehun Anpgaman
marabagkanfmanpediaksn ke seggscan sehinged hoskt:

1 Rasir preroeStae™ !
Dbl - S DY EADHRAD L S P Pl LI 7T R L TR I ol T L P

Hxep

Chimpsarn knpads ST B i e o i S oSl e il
Farvul PFTI Foa Bt S S T 10 0§ b b
ssama Bonoanarsn Penpelusram - L Lo O AT

Lurelaty gesrageglianr risme L - . = ~ p—
§ Al i PSRRI |
Lhrifesk esperiuan hesan LU TS ™
o i e T
7 Liriinik Fabuiran Bulan... . &.d FHulsn

= B

&

. ALfh DehDen I EEearga Tidek Lernasung Bednrgn Lanssamyg
tarmn Progren

Mprmp Kogiptan

ekl inp- peryEdiEss arae

A hemilaf dare [ B
RO R PA -GS Mifhas
SEPD!

B ARgITEES SPD [ - T
s o P g

5 SHea dfann wong bes de - | S ——— S —
SO M

d.  Surmimia d@as oy o 1 P
SR et i

- Sang prmilah dang RDEA- = Mo
P T P - ST EIARAL -
EEPD Y Al Bl o e
EF A
Lis, e S e e S S T

LAk oli
R TAr e

PEFADAT PFEMOELCLA HMELLAROGAR DACRLAN SELANLY
e 0 I L, LR DT R,

| N PPt L ey )

Loarmia lssnoswand
i
Temirebizatsi b digmrmipesian bapads.
1 fraprelriay SrousreslE e Lt T
F 3 Ealalhe!
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN



LAMPIRAN VII

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

A. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAMN (SPP)

DRCRRERE s oo e i

Unng Persediaan Ganti Usng Persediaan “'::‘::h_”:“' "E“"""""
[i1sea-up O (2] 5ee-gu [J mgend @ H"“"’D
1. e Kegistan'! ! boGaj gan Tunjasgan . Barang dan xa
. Pengemrbaliin Fencapan o Lainrym
2. momor dan Mama Kegetan’ R e s ey g
3. Alaenet SKPDY UeitBene
4, Mumm Pengghmnt 00000 i
5. Beriu Pergsshain a, PFTiNy BTV . Fimma  d Lain-lain
& AlsmatPenssabwan 00 DL i
7 Blama Pimpingn PRl WA | eearrrsreser s
8, ¥ama.dan Mo, Relening Bank ™ |
4, pomor Koctrak ¥ L L e e bt i b
10, Urbk Peleiaan l::z-pqﬂl.an":“ .....................................
11. Dazar Pengshanan’ [ 1 S NIRRT i TEngR .o
L T il |« (7= e T =}
Ma. fraian Temlah Mata Anggaran Rercangiutan
I m-mn?nwa-mmi‘nm&rm:
T o R et R B
Momor L Rp
11 |SPD
b [ v . R —— Maieer | B,
TR st i e 1 Mormor .| Hp.
Tarapad o Morror JBn.
Targgal . Narmor - o R I Egp |30 R,
[IE |SPZD Rp.
S0 penuanhakan LR =5
SPI0 penrbukoan GU: Ro.
BP0 peduELdan T B
SR panuniubken LS Pamhasymran Gaf dan Tunjaran: Bp,
SO0 pananhakan LS Pengadaan BEamang dan o En, m. Rp [I=11
Fada SPF inl citetapkan mpirar-iampiean vang dipedulkan sehageimera teriers pada daftar kefengiapan dokimen SPP-1
.................. =TT,
Meetahie,
Pejabat Pelakisna Teknic Kegiatan Bendahara Pangelearan
[ Tanda tangan) Tenda fanges|
[y lenckan) (nama lengsan)
NIF; MIF.
Bk SPP LS pengsdaan Perang dan fse Pelabat Petskaana Tekrds Kegabe ki mevendatangan
T Copet yarsg bicak peril
Lambar A=l | Unb PenGcena AngoaranPRK-SEPD
Snalinan 1 | Wbl Karsa (D
Salinam 2 i Unluk Bendabara PengelusranPRTE
Salinan 3 1" Unhok Arsip Bencanara Pengeluaran PRTE




B. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

PEMERINTAH KOTA TASIEMALAYA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
MOOBORL | i imeiinin ;

Uang Persediaan Gantl Uang Pesediazn Tambakan Uang Persedinan Pembanyaran Langsung
[1] sPp-up [ [215pp-Gu [J Esee-Tu 0 [4] spp-is
Fade Hode
1, e ™ i i feeed 7 UnmanPememntaran® 1 e [y
7. Uil Barga ™ A R T [} & HamaPogam® B i ity i
3. Alamat ® bl [ o Mama Kegiatan ™ = Jin ey
" He. DP&-SKPD/OFPA-
' SKPOVDPAL-SEPD ¥ e [k
Targoal DPA-SXPLIERRS.
SEPOUDPAL-SKPDF I -
5. Tehur Anggaan™ e e [
& Bulan” ¥ it i s frost)
Fepada Yth.
Fengguna anggaran) Kuasa Pangguna Angaaran
PR
di -
Dengan mempehatikan Peraturan Gubsmur/BupatiWalkata'y Momor ., — .. Tehin .. .. . tertang Penjabaran
AFBD, bersama (i kamd rengapukan Sural Perintssn Pembeyaren sebagai berikig:
a. Jumlzh Pembenvaran veng dimint2™ e it e
B U 000 el
€. Nama Bendahar Penoaluaran /PINak KeiE o s sesse e s sesresseses
o REREEN. T e e S e
& No, Rekening Bank™ A RS Ly B
— =7 = 1 - | SR,
Hiegetehus,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan */ Bendshara Pengeluaran
{Tanda tangan) (Tanda tangen}
[nama lerakap] {nama lengkap)
MIP, NIF.
e

Jka SFP LS pangadasn fierang dan jisa Pejibat Pelaksans Teknis Kegistan iyt menandatangsni

Larnbar Axi t Enbig Penigogusia K e PR SIPD
Saliman 1 ¢ Unhic Kuasa BID
Salinan 2 ¢ Unbuk Bendaners Pergsiiacan POTE

Salinan 3 i Unbak Arsio Bendaara PengeliaranFETK
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C. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Uang Pesedinan  Gantl Uang Persediaan Tambahan Uang Persediaan FEHH"""‘"
(i1 sep-up O (21 5er-gu [ i3] see-Tu O 4] ’Fﬂiﬁhﬂﬂn
RINCIAN RENCAMA PENGGLUNAAN
TAHUN ANGGARAN ...cooiveanseas
Nz, Koda Rekening Usenian Jumlah (Rp.}
1 2 3 4
]
rizh
T RN L e e RO rye N R LR e
............... ; lEgoa
Megelati,
Pejabat Pataksana Telmils Koglatan Bendaham Pengelmran
((Tanaa tangan) (Tanda tangan]
[rama Engkap) e feg)
HIF. HER

" Jika SPP L5 pengecam harang dan fasa Pejabat Pelaksana Telnis Ergatan fiut menandatangani
" Conel. yang tidak perly

Lem bar ASlE : Unbuk Pengruny Anogarany PRE-SKPD
Salinan 1 1 Unhik Kuzsa BUD

Salinan 2 : Unhuk Berelahas. Peroeiiasran, PETY
Salinen 3 1 Unluk Asp Bandstars PengsusranFITE

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN




LAMPIRAN VIII

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP),
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP - UP

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
SKPD ..cccinvinnmminnnn KOTA TASTKMALAY A

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP

HOMON: 2 ool ras st
Sehubungan dengan Sural Parintzh Membayar Uang Persedizan | SPM - UP ) NOmor
tangpgal ' wang kami zjuksn sebesar Rp {  terhdang
) - Untuk kepesluan SKPD ... ... Tahun Ahggatan

dengan inf menyatakan dengan sebenamya bahwa -

1 Jemish Uang Persedizan {UP| tersebit di stes akan dipergunakan untuk keperluan guna
membiayal kegiatan vang akan kam [akzanakan sesuai DPA SKFD

2 Jumiah Uang Persedizan [(UP} tesebut tidak akan dgunakan unbuc membiayai pengelusran-
pengedsaran vang menwut ketentusn yang berlaku harus dfakukan dergan Permbayaran Langsung
IL5)

Demikian Sural Pemyataan inl dibuat untuk melengkap persyaratan pengajuan 328 - UP SKPD

Mengetahui

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

(Tanda tangan)

{nama lengkap)
NIP.



B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP- GU

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
SKPD .....ocevmvmrinee. KOTA TASTKMALAYA

su PERMYATAAN PENGA P-
Maimar &

Sehubungan dengan Surat Parmintaan Pembayaran Ganti Llang Persadiaan (SPP-GLU ), vang
kami ajukan sebesar Rp. ... (BrENG .o | UINRUK Keperiuan SKPD
.................. Tahun Anggaran....... dengan ini meyatakan dengan sabenarnya bahwa :

1 Jumlah Ganll Uang Persediaan { GU ) tersebut di ates akan dipergunakan untuk keperluan guna
membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA SKFPD,

2 Jumish Ganti Uang Persedigan { Gl ) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai
pengelugran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang besdaku harus ditskukan dengan
Pembayaran Langsung (LS)

Demikian Surat Parnyataan ini dibuat uniuk melengkapi persvaratan pengajuan SPP- GU SKEPD

Mengetahui

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

{Tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.



C. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP- TU

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
SKPD ...ccovonmsrmnensss KOTA TASTKMALAYA

UA -TU
Mamar | '
Sehubungan dengan Surat Permintaan Pemm:.'aran Tambahan Liang Persedaan (5PH -
TU | vang kami ajukan sshesar Rp, | pascusies (IEITIERG . vl . Untuk
keperluan SKPD porasaaer FENUN J"-.nggarwan dengan ini rr‘r&nytatakan mnu.an Hhmarn:.na bahwa

1 Jumlah Tambahan Wang Persediaan | TU ) tersebot di atas akan dipangunakan unbuk keparkan khusus
guramemblayal keglatan yang tdak dapat ditunda.

2 Jumlah Tambahan Uang Persediaan | TU ) fersebut fdex akan digunaksn wniuk membizvel
pengeluaran-pengeluaran yang menunut Kelentuan vang berdaku harus dilakukan dengan Pembayaran
Langsung (LS]

Damikian Sural Permyataan ini dibuat untuk melengkagi persyaratan pengajuan SPP-TL SKPD kami
Menrgetahud

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

{Tanda targan)

(nama lengkap}
NP,

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN



LAMPIRAN IX

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSET UJUAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TLH)

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

Taslkmalaya,......cccimes 200K

Kepada Yth.
Kepala Baglan Keuangan
salaky PPED

(]|
Momor 8 o phaa b y
Lampiran
Parihal ' Permahanan Tambahan Liang Persediaan.
Disampaikan dengan hormat, bakhwa sesual dengan
Program e PP earoeeeee UMUK KEQBBAR  ccvmsarrames e, yang

belurm direalisasikan, dan membutuhkan percepatan pelaksanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mahon kiranya agar dibenkan
Tambahan Lang Persediaan (TUFY, untuk kegiatan sabesar R
riessnninmrenarirn nreanssannsenseesseep DEMGEN ANCEN sebagai berikut ;

Demikian atas kerjasamanya disampalkan terima kasih.

Eeialn SEPD i maibsnnsekes
Koks Taslkealaya

(tanda tangan}
{Harna lengkao)

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN



LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP - TU

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
SHFD FEAEAREREEHEREAA EAY ll-KﬂTA TES‘IHHM?&

e ——e———————

SURAT PERNYATAAN PEMGAJUAN SPP-TU

RBFABTT . 0 e —irar s
Lehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tarmbahan Uang Persedlaan 15PM -
TU ) yang kami ajukan sebesar Rp ... BERIRENY = 1 1) 1 O R A S S PRI WM [ ) 111
keparfuan SKPD ..., Ta

1 Jumiah Tambahan Uang Persediazn { TU ) fersebut di atas akan dipergunakan uniuk keperiean khusus
guna meamblayval kegiatan vang tidak dapat ditunda,

2 Jumiah Tambahan Uang Persediaan { TU ) tersebad tidsk akan digunskan unfuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran yang menurut kelentian yang beriaky harus dilskukan dengan Pembayaran
Langsung (LS},

Demikian Sural Pesnyataan inl dibuat untuk mekngkapl parsyaratan pengajuan SPP-TU SKPD kami,
Mengetahui

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

(Tanda tangan)

{rama lenokap)
INIP.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN



LAMPIRAN XI

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

FORMAT SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP - TUP

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
SHPD [ER LA LEN R TR IPLRRY ] ---!nTA T‘SIK“ALA?&

e

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP- TUP

Sehubungan dengan Sural Permintaan Pembayaran Tambahan Llang Persedlaan{ SPP-UP / 5PP - GU
! SPP-TU ) yang kami ajt.i{&n sebesar Rp. .. - (terbiang ... SRRV RIS W
keperluan kegiatan ...

Jurmkah

[ Kode Hekening Ural
ralan (Rp.}

[Famiah

Cemidias Surst Belerangan ini dibuad untuk melrgiap parsyarstan pangajuan SPP- U2 SKPD
...... , gl ..o

Pengguna Anggaran/ Kuasa Penggura Anggaran

(Tanda tangan]

inama |eraken)
P,

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN



LAMPIRAN XII

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

FORMAT SURAT PERSETUIUAN PERMOHONAN TAMBAHAN LANG PERSEDIAAN

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

SURAT PERSETUJUAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN ( TUP )

MNomor © ... ik i a

Sehubungan permohonan tambahan uang persediaan yvang diajukan oleh SKRPD

............................... . mrggal ..oeecein. pEtibal Pengajuan Persetujuan Tambahan
Liang Persadiaan (SPP-TUPR), sebesar
Rpl: terbilang ) urtirk kepariuan SEPD

Tahun Anggaran El:rﬂ‘.-:

Atas hasil peneht]an usulan tambahan vang persediaan, serta pemeriksaan
Surat Persediaan Dana (5PD), vang telah diterbitkan berkenaan program dan kegiatan
vang diajukan TIDAK MELEBIHI penyidisan dana triwulanan yang bersangkutan,
maka Kami MENYETUJIUI pengajuan permintaan tambahan uang persediaan atas
program Jkegiatan berilout ¢

Jumlah Cana |
o Program Kagiatan (Rp) I
i 2 3 i |

| Jumilah 5 o R o e

Yang telah sespal ketentuan, bahwea tambahan uang dimaksud, haros
dipartanggungiawabkan selambat-lambatnya dalam wakbtu 30 (Hga puluh ) harl
kalender sejak diterbtkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Demikian surat persstujuan diberikan untuk dipergunakan sebagal kelengkapan
lampiran dalam pengajuan SPP-TLUP.

Tasikmalana, ...; coeeonpeeeas 200
KEFALA BAGIAN KEUAMGAM
SETDA KOTA TASIRMALATA

SELAKL FPED
(tanda tangan)

(Nama lenakan}
(111

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN



LAMPIRAN XIII

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

FORMAT BUKU KAS UMUM, BUKU SIMPANAN/BANK, BUKU PAJAK,
BUKU PANJAR DAN REGISTER SPP-UP/GU/TU/LS

A. FORMAT BUKLI KAS LIMUM

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN

EHFD |

FEMGOLIMA AHGGREAN) WOAEA FEMGHUNHA SHGORELN |
BIMOARLRS PENERTMALK | AEMTIMAAN PRAGELILELR 1

Halasan i _...........
Mo, , Penefmaan Pengelwaran
Tanggal Eade Rekann Utaia
Urut . i (Rp) (Rp)
1 z 3 4 5
|
Jimlah

Jumlss Bdany' tanggal Hp Ap
Jurish sampei dengen bulan leks [ gl B = fip
Jumiah sers saTpal dengan bulan lal gl Ap - _Bp
S Ko Rp
Pads Fariind Brogal ... A0
Oieh kami didapat dalam kas W s s

B o e e m s e oy Arengan burf
Tesdin dar
A, Uaiwg Tung
B, Sakn Hank
C. Sirat Barharga

................. tasggal ........
Mengetahul
PENGGUNA ANGGARAN | Bendahara Pengeluaran |
HUASA PENGGUNA ANGEARAN Bendahara Pengelusran Pemibanty
{Teras bangan) (Tanda tangan}
(ram ergkapk {nams JengEn]

bR, HNIF.,



B. FORMAT BUKL SIMPANAN/ BANK

SKFD

Pengguna &nggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Bendshara Pergelearan
Parmibantu Bandabara Pengeluaran

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

BUKU SIMPANAN / BANK

Hearan:.....,
Panarimann Pemngeluzaran Saldo
Mo Mt Targgal Uralan (Apl (Rpl (Rp)
i 1 ] 4 5 B
Jurnlah

............. o T

Pengguna Angoaran Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengalsaran
(Tanda tangan) [Tanda targan)
{mara fengkap) {nema.tengen]

HIP.




€. FORMAT BUKL PAIAK PPN [ PPh

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BUKU PAJAK PPN/ PPh

SEPD
He=pals SKPD
Bandzhara Pengeluaran
Malarean:,, .,
Panerimaan Pergeiuaran Saldo
M, Urul Tanggal Wralam Re) R (g}
1 2 3 4 L &
Jumla
.............. gl ...
Hengekahid,
Pengounn Anggaran Kuasa Penggunn Anggarsn Bendahara FHTH'EILE.III
{Tanca tangen) {Tanda @egan)
LT berahag narvi lengkai

LIS HIF,




0. FORMAT BUKL PANIAR

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BUKL PANIAR
SKEPD
Kapila SEPD :
Bemdahérs Pengebaarai
Hddimant ...
M Panerimaan Pengefuaran Exldo
o o (Rp) (%p) (Rp)
I 1 3 ] [} 7
Jismlak
............. B
Hargatmfud,
Pangguna Anggaran/ Kuasa Penggurea Anggaran Ewndshara Pargaluaren
{Tanda tangan) { Tanda tangan}
(nama fengkan}

HiP,




. REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS
(2 1) ) R
Homaor SPR Jurnlah SPP [Rp)
LS LS
Mo, Urut Tanggal Lirainn
ue GL TU Gai PR up L) Tu Gt & Jaca
1 2 3 4 ]
Jumlah
............... , targgal
Mengetahu,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Ecndahara Posgeliaran
{Tends l=ewpan) {Tandz tamgan)
£ryim barakep] [riama lerokap)
HEP, HP.
WALIKOTA TASIKMALAYA,
Ttd.

H. BUDI BUDIMAN




SEFD

LAMPIRAN XIV

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

DAERAH

FORMAT KARTU KENDALI KEGIATAMN

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KARTU KENDALI KEGIATAN

Mama Propram
MHama Keagistan
Hama PRTK
Halaman ...
oo PAGL AMGGARAN REALISASI KEGIATAN 5154 PAGL
S HODE REXENING HEGEATAN URAIAN (SP20) ANGEARAN
(RF) (AP} (RP)
up J GU J§ TU L5 uw-,ru:u.lmi L&
k| | q 5
Jiipn lavh

Pengguna Anggasan| Kuasa Pemgguna Anggaran

Mangetah,

{Tamia Largan!

(Hama Engan)

[P

PEIABAT PELRKSANA TEENIS KEGIATAN

(Tarwda tnaer)

MIP.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd

H. BUDI BUDIMAN




LAMPIRAN XV

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

FORMAT REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS

PEMERINTAH HKOTA TASTHMALAYA
REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS

SHPDM oo
. T T S
Nomar SPP Juiwinhy SFP (Bp )
P, Linuk Tanggal Ly Uraian o) i =
i o e Ginj Narersy W less - 13 [ Beafora B haay
—nl-—_ 5 b 4 ]
Jusrslnbs _
| ETCagpal
bt v,
Fongyenas A&rsggearnn/ Huava Fongpuna &rsgaaran Wi - L
§ Warais spesgaen ) L Faikda Baregand
LI Hsrras] LT Srraeaid
HiF P,
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN






LAMPIRAN XVI

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

FORMAT SPM
A. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Fitsenat
T.HHUH Amm“ BEbEERIEEA AR UPGLTIELS
Homor SP: ..
[Di=l plah PPE-SEPD]
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Fotengan-potangan:
PEERINTAM KOTA TASIHMALLYA
| Supayn menerikan SPID kepads;
PR s e i o s e Y s e LEraiamn
M. Mo, Rekaming) Jurslak Katarangan
L luaran Wajih Pagawsd
L
2 Tabungan Peumanen
Pegawer
R
Janmlah Polomgan  |BR cmieienn
7. Belanjs Langsung ™ Ersformasi ; (T manpvang fmiah pambayavan SPM)
Pemibaran pada kode Relening :
= T =TT ) R N — Hpes Ho. Uralan Jumnlah Haterangsn
Kodk Rekering] 7 — iy p.,. 1 [P
{Kode Reeaning] 1 ..o Bperisd i )
{Koda Rekening] | — e ” T ————
{Kodk Rekenng] | e Rf
Kode Rekafing] | —ooininn |- F—
{Fode RERENAg] | i RR e
(Kode Bokanna] ;oo RO cciasn
(ode RekEning] | .o R st ety DO ]
{fode REKENAG]  § orseiierirreeen ;1 S Hepala SHPD,
[ode Bekenng] ! e 9 i R
Jumlak 5P yarg Dirvints |y IR, (TaRS TR
R PR L 1
Maisar dan Tanggal SPP ' T dan ... [ramna lenghand
MR
" et yang Hdak pedu
"t Pk vy sesi _
AL i sty el O EasaiEay G O remmel eah SR

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN



LAMPIRAN XVII

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

FORMAT SURAT PEMNOLAKAN PEMERBITAN SPM

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
STEE sabroa iimah s vt

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

Tasikmalava,.......coeeees 200
kKepada Yth.
Bendahara | PPTK
AR
Maomor Ty A
Larmpalran

Perihal  :Pengembalian SPF,

Bersama ini terlampir Sural Permintaan Pembayaran Uang Perssdiaan Ganti
Uang / Tambahan Uang dan Langsung (SPP-UR/GUTILNLS) Saudara Nomor
........ tamggal o200 dikembalikan karena tidak  memenuhi
s'farat untuk diproses,

Adapun kekurangannya sebagal berikut :

D=mikian disampalkan, atas kerjasamanya divcapkan terima kasih.

Pangguna Aanggaran Kuasa
Fangguna Angoaran

[tards Angan)

{Piame | |‘=EEHF_:I
MNIP FTE

WALIKOTA TASIKMALAYA,
Ttd.

H. BUDI BUDIMAN



LAMPIRAN XVIII

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

FORMAT REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS
DAN REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

A. FORMAT REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS

FORMAT REGISTER SPp

PEMERINTAH HOTA TASIKMALAYA
REGTSTEE SBM-UB/SEM-GU / SPM-TU /) SPM.- LS
SKEPD! s

Nea, Brur

Meanar B

Gl

T

Gaji

LLIE 1B ]

B lah SP# [Bp)

LN

(I

Gaji

Jurminkhl

P Ll i,

g R AOEEAranS Kuass PeRyGuns ARgganan

R v L 11—

PREE-SEPD

{Tarwla Eargieri} [Tancla knnge|

(e Serkan)

8] {rami becehin



. FORMAT REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

FORMAT REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBLTAMN SPM

P i e T e e e
Halfwman
Wanar S Jurmish SPM (Rp)
Ko, Urgt | Tanggal 3 = [T o - LS
LiP G Tu Gayi H-a;:ﬂ B up [+F] T Gafi ﬂl;:.lg &
i & E] 4 5
Jasimilah
....... i hﬂ"ll:ll:_l-d SRS N
Mengetatu, '
Pengguns Anggaran Kusss PEnggund Anggaran PPH-SHPD
[ Tanda targan [Tanda targan)
{pama lengkag) {mans ke
HEE NI,
WALIKOTA TASIKMALAYA,
Ttd.

H. BUDI BUDIMAN




LAMPIRAN XIX

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

FORMAT SP20 DAN SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

FORMAT S5P2D
{Kakom 1) Nosor
PEMERINTAH KOTA TASIEMALAYA o il RIEFEN A
(SP2D)
MNomaor 5P 1 i T Huoes B
Targge i Tahen Moo ;
SKMD ;
Hendakiah menzairkan’ manindahbokiican dar baki Rakenng Bomer ... ..
CEnkam T
L'
SFWP
0. Rekening Bark
Bank/Pee
i'h:rn:-r'u.m Linbuik
HEokam )
NO. EODE REEENIRG URAIAN JUHLEH (Rp)
1 F] k| []
Jmmlah
Pk -proli igan |
I, Uralan [Me. Relkesning) Jurraled [Rp) Keterangan
L REmwy Regawal faget
L Jhengan Panrmahan Pecass
. T
Jinmilah
Insnrmidal § e S LRI SO P SE
wa. Lhraian Jurrdak [Rp] Kebmrangan
L m
L |PHs
- T s
Jomlah
Lamioar [ Bamk Yang ¥amfsc tpgd . ...
Lemiar-2 Pangouna Anggaran| Kuasa Penpguna Anggaran Kua=: Bendabara Umum Dasrab
Lemiar 3 Arsip Kumsa BUD
Larmizar 4 Pihak Ketiga ™!
[tonda ngan’
[mma ngoap
HiP,




FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SF2D

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

Tasikmalava,............ 200X
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran [ Kuasa
Pengguna Angaaran ............
MNormor
Lampiran oo

Perihal :Pengembalian SPM.

Bersama ini terflampir Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/ Ganti Uang /
Tambahan Uang dan Langsung ( SPM-UP/GUITU/LS ) Saudara NOmMIOF & .o

tanggal ........o.cerienceenn 200 dikembalikan karena tidak memenuhi  syarat untuk
diproses.

Adapun kekurangannya sebagai berikut

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih,

Fuasa Bendahara Umum Daerah
rtanda tangan)

[Mama lengkap)
i 1 S

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN



LAMPIRAN XX

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN HASIL VERIFIKASI

KOP SURAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA
DOKUMEN HASIL VERIFIKASI

Pada hariini .........ccccceeeeen. tanggal ......ooooiii , yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama .

Jabatan .

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu
2. Nama e oo oo e oo eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeesssetesesestsstetetennaann e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaaees

Jabatan  : Bendahara Pengeluaran ...
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Bahwa Pihak Kesatu telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan data dan surat bukti
pertanggungjawaban SPJ, yang selanjutnya diserahkan kembali kepada Pihak Kedua untuk dikelola dan
diarsipkan, yang terdiri atas :

NO.

URAIAN KETERANGAN

Demikian Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Verifikasi ini dibuat, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,
Nama lengkap Nama lengkap
NIP. o, NIP. o,
Mengetahui

Kuasa Bendahara Umum Daerah,

Nama lengkap

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN




& REGISTER 5P

LAMPIRAN XXI

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

FORMAT REGISTER SP2D, REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D
DAN BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

FORMAT REGILSTER SP2D

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
REGISTER SP2D

M,
Urue

Targgal

Mamoar P30

g

GLF

Raranag &
Jasa

[T

Jumiah SP2I0D (Rp)

i

gl
Wipzrrn Aondahars Limsim Daecah

{Tomida Tadgnng
{odmia bengkap)
HIP.



FORMAT REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

B. REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA ...

REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

Hofaman b
" Jumiah {Rp)
Mo Urut Tamnggal Nomor S8 Uraian Matatangan
ur/Gu TU s
1 . ] q 5 i) 7
Jumlah
wangonl ...
Kuasa Bendahara Umum Dasah
i Tards Engan)

Lrama lengkap)




BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

C. BLIKL KAS FENERIMAAN DAN PENGELUARAN

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Halamam ¢ e,

Penerimaan Pengeluaran
(Rp} (Ra}

1 ) 3 4 3

Ho. Urut Tanggal Uraian

Bl

e

Jumiah|

Y111 L —

Kuzsa Bendahara Umum Daerah
{Tarda fangn)

(nama knckzp)
P,

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN



LAMPIRAN XXII

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN PENGELUARAN

A, REGISTER PENERIMAAN LAPORAN PERTANGGURGIAWABAN PENGELUARAN

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
REGISTER PENERIMAAN
LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN PENGELUARAN (5PJ)

Halaman ; ...peeee s,

Wi, Urut Tanggzl Urakan S Keterangan
(Rp)
1 i E 3 5
Jumlsh
............... Janggdl oo
Merwetan,
Papgguna Anpgaran) Huasa Pengguna Anggaran PPE-SKPD
{Torvda tangon) {Terda tangan)
{rsama benkin) (nama lenkegr)

HIP, P,



FORMAT SURAT PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

B. FORMAT SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANIA)

PR e
Pengguna Angearan/ Kusss Pengauns Anpgaran A
Bendahara Pergeluaran £
Tahun Anggarsn P
Bulan A
{dalamy rupish)
5P - LS Gajl 5PJ - LS Barang & Jaza | SR UPJ GUJ TU
Urakan AR | g i 2.4, Bul A, Bulan sd. Bulen | sd. Bula s, Bul [LSJ:MLF!:'I;U?;M e posiisioeh
m Anggaran 5 3 amn 5.0, 5] : n ' an
g Bulan ini i Lalu Bulan ini ini Laly Bialan ini ini s.d. Bulan ini Angssn
1 2 3 # 5 o= (44+5) ’ 4 G = (7+H) Lo i Fefloe1l] | 13=Eeneid) |14 e @)
JLMLAH
Penerimaan
- SF2D
= P nP
a. PPN
b. PPh-21
. PPh-232
d. FPh-23
- Lain=lain

Eumfﬁh Fenerimaan




5P - LS Gaji SPJ - LS Barsng & Jasa' SP1UP/ GU/ TU
R Uralan btz d. Bul 5.d. Bul d. Bula sutl. Bulan | s.d. Bul . Buan EL;:LT;}::::'U} i
Re B an [ . Bulan | sd. n = . Bulan 1
otk Lalu Bulan ind feil Lalu B ok e Ly Bukan ini - s, Bulan ini e
1 7 3 4 5 B= (345) 7 B g = (748} 10 11 10=(10+11} | 13=(6+04+121 | 14 = (3-13)
L1 R
= LS + UP/GL/ TU}
- Peyetoran Pajak
a, PPN
b. PPh-21
C. PPN-dd
—d, PPh-23
- Lain-lain
Jwervdah MUH!&
Saldn Kag
|
CEangnEl
Mengo i,

Pangguna Anggaran Kusss Pangguns Anagaran’

{Thamia tanaan)

{narma lendeapt
MHIF.




FORMAT SURAT PENOLAKAN PERTANGGUNGIAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
2 B R Lo S

SURAT PENOLAKAN
PERTANGGUNGIAWABAN PENGELUARAN ( SP] )

Tasikmalaya,..............200X

Kepada Yth.
Bendahara Pengeluaran.
D

MNomor PR R

Lampiran

Perihal  : Penolakan SPI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SP) Saudara, pada periode

Caaviidr R E EANGQal «..cieisinniiinansy, ditemukan kesalahan sebagai berikut :

T e I
B S B R e e R e e S R e
e
ST ——— e TeS

A Fad AR EAF R PR FFFFR A F A EA R FFA A BN F A AR F R B R S PR R FRF

Sehubungan hal  tersebul, pertanggungjawsban  Saudara  sebesar
B s .. pada tangagal ...........bulan............... @hun......... (bulan SPJ), tidak
dapat disahkan untuk dicatat sebagai saldo tanggal ... bulan...........

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

{Mama lengkap)




REGISTER PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN PENGELUARAN

0. REGISTER PENOLAKAN LARPORAN PERTANGGUNGIAWABAN PEMGELLIARAN (SR}

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

REGISTER PENOLAKAN
LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN PENGELUARAN [SP1)
HLEnan & ...
G | Tangeal Uralan hm]_:':}m Knbeangan

1 2 3 5 5
Jumlak

............ =11 J—

MeriEtal
Pengguna Anggarsn) Kusia Pangguna finggaran PPI-SEPD
{Tanda tangen) (Vs Langany

(rame lengkan} [nama_ensse]
NIP, P,




FORMAT REGISTER. PENUTUPAN KAS

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

REGRISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan Kas

Fama Penutup Eas
Tanggal Penutupan Kas Yang Lall i,
Jumniah Trarsaksi s/d bulan NS

- Jumlah Penerimaan s/d tanggal .. IR i s s R .
= Jumlah Pengeluaran s/d tanggal ... B i R X

Saldo Buku RP cisssarisisrsaaieyyarsiis
Saldo Kas ] A Sy
Terdiri atas :
1. Uang Kertas
Pecahan Rp. 100.000,- :
Pecahan Rp. 50.000-
Pecahan Rp. 20000, :
Pecahan Rp. 10.000,- ;

.=« iEMbar B cosrsmsinssmnsm s v
i lembar P i b i e A R
i lembar P i s e
Pecahan Rp.  5.000-; .. lembar - U —
Pecahan Rp.  1.000-: . lEmMbar = SR AR S A o
Pecahan Rp. i 1 o S Yy lermbar P s s i
2. Uang Logam
Pacahan
Pacahan
Facahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan

W mwwminm

1.000,- : = s lembar B
500,- : - lermbar  <in KRR SPYIRL FEC YRR
200~ & = e lembar I R AR F SRR
100, : = .. lambar ¢ T e e L
=3 = e lembar 1 -
25,1 = _... lembar B

E858€8

3. Kertas berharga dan baglan kas yang diEzinkan
ordonasi / SP2D, Wesel, Cek, Saldo Bank, Materal
dan sebagaimy@. .

JUMLAH - TR ——
Pﬂmam leﬁf} Hegatﬂr Rpl AL ER RN LN AL R RS R ER R AL R LE L

4,  Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatlf: ...
Mengetahul Tastkmalaya............voovn 200
Bendaharan Penerlmaan [ Bendahara Bendaharan Penerimaan Pembantu/
Pengeluaran Bendahara Pengefuaran Pembanty
Tanda tangan Tanda tangan

[(nama lengkap) {nama lengkap)
;11 RN BRI o cinvinnian



FORMAT SURAT PERTANGGUNGIAWAEBAN BENDAHARA PENGELUARAN

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
LAPORAN PERTANGGUNGIJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

{ SPJ BELANJA - FUNGSIONAL )
m -
Pengauna Angoaran) Kuasa PRngguna Anggaran =
Bendahara Pengaluaran -h
Tahun Anggaran e
Bulamn < B
{cle dm rl.EJ-inh:-
5P1 - LS Gagji 5P - LS Barang & Jaca ™! SP1 LIPS GUJ TU sk
Knde : Jumiah i Sisa Pagu
Uraisn LS+Up a0 T
Rakani s Bulan £.d, Bulan | s.d. Bulan 5.4 Bulan | s.d. Bulan s.d. Bulan | £
ng Angoasan Lalu Bulan inl ini Lak Badan ind i Lalu Budan ink il 5.4, Bulan ini Anggaran
1 ] 3 q 5 6= [4+5) 7 | 8 = [7+H) 10 11 12={10+11) 13=(6+9¢12} | 14 = (3-13)
{JUMLAH
Penerimaan
1]
n Pajak
a. PPN
b PPh-21
C. PPh=22
d. PPh-23
- Lain-lain
Jumlal Pemedmaan




&PT - LS Gaii P - LS Barang & asa '’ SPIUP) Uy Tu S——
Kode Jumiah s Sisa Pagu
Uralan £.d, Budan gl Bulan | s.d Bulsa 4.d. Bulan | s.d. Bulan (LS4 UP/GU/TU}
Rizkoeni ¥ .. n 5 s.d. Bulan B
na Anggaran taks Bulan i nd FeEra Balan ini & = Bulan ini & s.0i. Mpkae b nggaran
1 ] | q 5 & = [445] 7 i g = [7=8} 10 11 §3=(10-4-E1) 13e{G+9+13] 14 = {3-13)
&luaran
= 5PY (LS + UP/GU
- Peyetoran Pajak
&, PR
B PPR-21
c. PPh-32
d. PPR-23
- Lain-lain
[Jusmilah Pengeluaran
Saldo Kas
FYPPSERRRERY -~ . - LI, .
Mengatahi,
Pengguna Anggaran; Kussa Pergguna Anggaran | Bemishara Pengeheaaran
(Taeeia tangan) ITanda tangan]
inams Enckap) [nem ienEagh
HIP MIE.
WALIKOTA TASIKMALAYA,
Ttd.

H. BUDI BUDIMAN



LAMPIRAN XXIII

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
DAN REGISTER PENUTUPAN KAS

A. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

FORMAT PEMERIKSAAN KAS
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada han inl .oemroersse B3N8 cuanamea. yang bertanda tangan di bawah
ini

Mama Lengkap S kR R R R

labatan b

Sesual dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor ............Tahun 20 kami
melakukan pemerilsaan setempat pada !

Mama Lengkap RELE TR
Jebatan B I A
Berdasarkan keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor ... TENGEA! i

ditugaskan mengurus wang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-buktl vang
berada dalam pengurusan ini, kami menamul kenyataan sebagal berikut ;

Jumlah vang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang Kertas d IR b A AN AP T it
b. Uang Logam R R SRR Ak R A P e
. 5P20 dan alat pembayaran lainnya

yarg balum dicalrkan BB o bt e SRR R
d. Saldo Bank B St anminhns v A W
e. Surat/barang/benda berharga yang

difjinkan i Bl AR A

JUMLAH O T o i 3 s

Saldo uang menurut Buku Kas Umuem
Daerah, Register dan lain sebagalmya

bEﬁJmlah : Hpi LR LN LN R R L R L L e RN R R S )
Perbedaan positify negatil antara saldo

kas dan sakdo buku IR i NS T i

Tasikmalaya.. ... g 200

Yang Diperiksa Yang Memeriksa
Bendahara Penenmaan [ Bendahara Penggunia Anggaran
Fengeluaran
Tanda tangan Tanda tangan
{nama lengkap) {nama lengkap)



-2 -

FORMAT PEMERIESAAM KAS

PEMERINTAH EOTA TASIKMALAYA

EERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada mard bl oo tanggal ccievein. yang bartanda tangan di bawah
i ¢

Mama Lengkap i R R T

Jabatan el

Sesuai dengan Peraturan Wallkota Taslkmalan@a Momor .............Tahun .., Kamil
melakukan pemeriksaan se'rempat paca :

Mama Lengkap o

Jabatan o

Bercasarkan keputusan Walikoka 'I'aslkma!wa PRI 0 wmas s o siia TENQIA coovaisianasnns

dituigaskan mengurus uang berdasarkan haszil pemeriksaan kas serta Bukli-bukti "f'ﬂT'lg
berada dalam pengurusan inl, kami menemul kenyataan sebagal berkut :

Jumilah uang vang kami hitung dlhadapan p-e:lal:lat tersebut adalah :

8. Uang Kerlas : Rp.. e et i e e i
b. Uang Logam : T e et
e SP2D dan alat pembayaran lainnya
vang belum dicalrkan R s o i i e NS AR sttt s
d. Saldo Bank R ok st w0
e. Surnt/barang/benda berharga yang
JuUMLAH : Rp. e e T

Saldo vang menurut Buky Kas Lmum
Daerah, Fegister dan Bin sehagalnya

berjumiah R i e o e L i e
Perbedaan positif) negatif antara saldo
kas dan saldo buku 1

Penjelasan perbedaan baik positif maupun negaﬂf.:”. o

Tasikmalaya... . | ]
Yang Dperikza Yang M-ﬂmtrlh‘:ﬂr
Bepdanara Pensrmzan Pembantu/ Bendahara Bendaharan Penerimaan’ Bendahara
Pengeluaran Pembantu Pengeluaran
Tanda tangan Tanda tangan
(nama lengkap) (nama lengkap)
IR el BER i



-3-

. FORMAT REGISTER PENUTUPAN KAS

FORMAT REGISTER PENUTUPAN KAS

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

SKPD .

REGRISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan Kas
Mama Penutup Kas
Tanggal Penutupan Kas Yang Laku

Jurnilah Transaksi sfd bulan
= Jumiah Penerimaan s/d tanggal ...
= Jumlah Pengeluaran s{d tanggal ...

Saldo Buku - SRS SRR
ﬁmﬂ Has R-Pl (RI R TEE R R PR RIIR ER IS R gl
Terdiri atas ;
1. Uang Kertas
FPacahan FRp, 100.000,- : = e lermbar PRER S i i o s
Pecahan Rp. 50.000,- : = lembar Rp. ...
Pecahan Rp, 20.,000,-: = .. lembar Rp. ..
Pecahan Rp. 10.000,- ; = . lEmbar B oo p e e e
Pecahan FRp. 5.000,-: = .. [embar Rp. ...
Pecahan Ep.  1.000,-: = ... lEMbEr B R e e i
Pecahan R, 500,-: = ... lembar Rp. ...
2. Uang Logam
Pecahan FRp.  1.000,-: = ... lembar Rp. ..
Pecahan Rp. S0~ ¢ = lembar - R R
Pecahan Rp. 200~ ¢ = ... lembar Fp. ..
Pacahian  Rp. Lo,- = ... lembar R ..
Pecahan Rp. =t = ae lembar Fg. ...
Pecahan Rp. 25- 1 = lembar Rp. ..
3. Kertas berharga dan baglan kas yang dilzinkan
ordonasi f SP2D, Wesel, Cek, Saldo Bank, Materai
dan sebagainya.. o
JUuMLAH RP: crsansreissasnsisianisiarse
Perbedaan Positif/ Negatif B s ivessiisniiaisaianssrss
4, Penjelasan perbedaan baik positf maupun negatif | ...,
Mengetahul Tasikmalaya................, 200
Bendaharan Penerimaan / Bandahara Bendaharan Pererimaan Pembanku/
Pengeluaran Bendahara Fengeluaran Pernbantu
Tanda tangan Tanda tangan
(rama lengkap) {nama lengkap)
11— | A
WALIKOTA TASIKMALAYA,
Ttd.

| 1c Y y

H. BUDI BUDIMAN



LAMPIRAN XXIV

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

ALUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BEMDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

A ALUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN

.13 Pambuatan SPA
Urpéan Bprcdiahars Prngeluson PR SEPD sapata SEPD |
| Hernlehara FangeiLiaran ma aiukan Tk Trsesnn (P !
= brgh Sk ELE-LT] P ]

2 Oemzmkes gencilaiss i dnddikps
ke i 1 g B i

A Pl
+ BHE] Pertelisgan - ey
- Brabu PosDar Samparan S ank
P Parsbeny P ad
e
Farer

- Biahei Pa il P R b |
Egby Feba Faigi e B D |

([
p
"
1 B R A0 DOK.TE 1ETSe0E oharmom [
Anirnen S Perrs 08 PRSiaen || e
| Bercurada Pangekan membeal 57 e ]
| Pirgiudnan _”|
Dbt S
i, Buky bars amun i |
B Hrseinid) i BERIAIIN [N IRCITS DFpre | S [
¢ Elghti @ juimgicnss FPHIFFY ] T
£ Mapsing prnslope has :j:_'"_";
|

4 Miprdanarn Pengeuscn ey lhas SFJ i |
Pl man kepads FRE-SEFD Bandsham .o I | |
Pz il o Nl e senalinan 3° |

Pongsi pacsn kagaile BLT pakng lamda
[mnggal 1§ blan baiketsye

£, P SR i 5P P g uiin

i Agacin rmowi, PPE-SHPD s g
S Pergaunmn kepda dagiva SEPD pabig
lmise ieggad 18 bulan benkabepa

¥ Mgk 5P mangesatien 550
PN

|
| B Eppals SHPD manymrahan Sural
Pergaushar SPJawpatn Savamef e

Pargmiaran




B. ALUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

G2 ¢ Panatausahasn Penerimaan Dengan Bandaham Pembantu

12 -
Baradabda Pensamaan
Lirmlan Marrahars Senesimasn
P bawniu
1 Bl i et BEF Chmarai. DIH, BT 0, o B T
Taig Tlaje b Pramtusieasvdy Paokd Lo gy Snh Davelabs Feensh, AL T den T |
Vi ek s e i il ¥ . .|'"_'“ .
' |
l
|

o= 7
e =
7 Dimi poishrs corv i abylini ey i adsn B il v il & e 1 Hard e
Mo smiatlna N FEmi2mies ™ emgtess b oekuresn i =i Prmaravog. Fraagn
Ui i) PRI R Babah BRI s o i

Haragrrnsmn s Flgrbagrig —

OO T LR TS T T T e B TR TERr = FT T e T e T '.'l,_ ,__I.,-'

Braretugr s rasddidal S0 Sdnbbink

"—|—I--‘-
4 BPU Sgsipioiiin M mdiseda deannd e Bieuieranms L L D]
A n b [ = i Farswran b s
omi-bryy f e T hailem ¥

B e rad AP E Pl e S o PR I LR STA g el e dEn |
g g e Ll g i

om0 Penareram Perirened dgunscan gEnm |
Lo 4 P TRS (B T AT

o el

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN
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